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Abstrak
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berbasis non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT mencakup tahapan persiapan, sosialisasi, registrasi, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, pendataan yang tidak akurat, keterbatasan SDM pendamping, ketidaktepatan waktu penyaluran, serta saldo nol pada KPM. Sementara itu, faktor pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat, lokasi e-warung yang strategis, komitmen pemerintah dan TKS, fleksibilitas dalam pemilihan komoditi, serta dukungan dari hasil pertanian lokal. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, pengawasan, dan edukasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT.

Kata kunci: Implementasi, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

Abstract
The Non-Cash Food Assistance Program is a central government initiative to improve the welfare of the poor and food insecure by providing non-cash food assistance. This study aims to analyze the implementation of the BPNT program in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency and identify supporting and inhibiting factors. A qualitative approach was used to collect data through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the BPNT program encompasses the stages of preparation, socialization, registration, distribution, and utilization of assistance. Inhibiting factors include minimal socialization, weak supervision, inaccurate data collection, limited human resources, inaccurate distribution times, and zero balances with beneficiaries (KPM). Supporting factors include active community participation, strategic e-warung locations, government and TKS commitment, flexibility in commodity selection, and support from local agricultural products. These findings emphasize the importance of improved coordination, supervision, and education to optimize the implementation of the BPNT program.
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Kemiskinan adalah salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat beragam. Berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Banyak faktor yang melatar belakangi kemiskinan mulai dari jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila kurangnya ketersediaan bahan pangan, tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan. Jika diartikan secara luas, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yakni aspek primer dan aspek sekunder. Ditinjau dari aspek primer, kemiskinan mencakup miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial dan politik, serta adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan.  Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, kurangnya informasi dan rendahnya sumber-sumber keuangan.  
Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat terutama di bidang perekonomian yang memicu tebentuknya kemiskinan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2), dimana Pasal 34 ayat (2) tersebut berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang didalamnya menjelaskan bahwa kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Program merupakan hal paling penting dan harus ada apabila ingin mewujudkan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terstruktur sehingga apa yang dilakukan akan lebih produktif dan efisien. Adapun program yang telah dikembangkan oleh Kementrian Sosial untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program tersebut merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) dengan tujuan untuk menekan beberapa kemungkinan adanya penyalahgunaan Bantuan Sosial dari Kemensos agar usaha dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Peneriman Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Dalam peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 05 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin pada petujuk teknis BPNT 2019, program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki 4 mekanisme dalam penyalurannya yaitu, proses registrasi dan/ atau pembukaan rekening, pelaksanaan pendistribusian KKS. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran dan barang / jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota terpilih  di Indonesia yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Pada tahun 2019 secara bertahap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diperluas ke seluruh kota dan daerah Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, kentang, dan kacang hijau  yang tersedia di beberapa lokasi yang ditentukan di agen e-warong dan telah diidentifikasi oleh Bank Penyalur bersama dengan tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah Kabupaten/Kota dan pendamping sosial Bantuan Pangan Daerah Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7), Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah Agen Bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-warong, maka Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Kota Situbondo telah bekerja sama dengan Bank BNI. Persiapan e-warong dilakukan setelah mendapat data jumlah calon KPM ditiap wilayah penyaluran. 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bantuan ini kemudian akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang sudah bekerja sama dengan BPNT. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat bantuan sosial sebesar Rp.110.000/KPM, selanjutnya dari tahun 2020 jumlah bantuan tersebut naik sebesar 200.000/KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu elektronik. 
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sasaran penyaluran BPNT yang diperbolehkan untuk menerima bantuan seperti telah terdaftar di data sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sumbernya berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin (DT-PPFM). 
Situbondo merupakan kota dengan 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan, dan 627 Dusun yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu Kecamatan yang ada di Situbondo seperti Kecamatan Panji yang memiliki 11 desa dan 1 kelurahan. 
Berasarkan data masyarakat miskin di Kecamatan Panji sebanyak 7.619 orang. Termasuk salah satu penduduk yang banyak di kelurahan Mimbaan dengan data masyarakat miskin sebanyak 1.149. Kelurahan Mimbaan merupakan desa yang mempunyai 9 dusun diantaranya Dusun Krajan, Mimbaan Utara, Mimbaan Timur, Mimbaan Tengah, Kampung Baru, Karang Anyar, Bujuk Teni, Parebaan, Peng Kepeng yang telah lama melaksanakan program BPNT yakni dari tahun 2019. Kelurahan Mimbaan memiliki jumlah masyarakat sebanyak 29.546 dengan 9.985 kepala keluarga. 
Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka dapat diuraikan bahwa dalam tiga tahun terakhir data kemiskinan yang ada di Kelurahan Mimbaan mengalami pertambahan setiap tahunnya seperti pada tahun 2024 yang merupakan tahun dengan jumlah kemiskinan terbanyak yang apabila diuraikan di Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 149 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 164 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 106 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 151 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 123 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 143 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 93 orang, Dusun Parebaan terdapat 109 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 111 orang dengan total jumlah keseluruhan msyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 1.149 orang. 
Berdasarkan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah penerima relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yakni pada tahun 2022 terdapat jumlah penerima sebanyak 858 orang, untuk tahun 2023 sebanyak 831 orang dan pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah penerima yaitu pada Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 85 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 90 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 99 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 90 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 80 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 92 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 78 orang, Dusun Parebaan terdapat 83 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 90 orang dengan total jumlah keseluruhan msyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 787 orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan jumlah penerima bantuan BPNT tersebut dikarenakan adanya perubahan data masyarakat seperti meninggal dunia, pindah alamat, dan perekonomian mereka yang sudah mulai stabil sehingga harus dilakukan penggantian data terkini yang akan digantikan dengan masyarakat lain yang lebih berhak dan membutuhkan seperti yang telah tertera dalam Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019.   
Program BPNT di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo menurut observasi sebelumnya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program BPNT sudah benar jika dilihat dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terdapat pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun juga telah merasakan hasil dari adanya program BPNT tersebut. Tetapi terdapat permasalahan umum yang sering dijumpai salah satunya seperti tidak tepatnya penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat. 
Permasalahan yang demikian kerap kali terjadi dikalangan masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai demi mencari keuntungan pribadi dengan menjual kembali bantuan yang didapat seperti beras agar uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang atau bahkan untuk keperluan lain diluar kebutuhan sehari-hari salah satunya seperti melunasi hutang. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan agar angka kemiskinan di Indonesia berkurang, kenyataannya tidak akan ada perubahan bahkan bisa saja menyebabkan pertambahan angka kemiskinan karena bantuan yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan pemerintah.  

METODEPENELITIAN
Rancangan Kegiatan
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur guna mencapai tujuan tertentu dan pelaksanaannya disertai dengan pedoman yang ada. Dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan penelitian sangat penting diperhatikan karena dapat membantu peneliti dalam menentukan rumusan masalah. Oleh karena itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2018:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitaif, (Saryono, 2010:49). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan karena subjek dalam penelitian yaitu tentang analisis program yang akan diuraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Objek Penelitian
Dalam penelitian ini lokasi penelitian beralamat di Jl. Pasar Panji No.512, Blok A, Mimbaan Timur, Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan yaitu pada tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan, tentunya harus disertai dengan teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh dapat akurat dan terhindar dari kesalahan dalam proses perolehan data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) ada tiga macam wawancara yang dapat dilakukan antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.  Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam karena peneliti belum mengetahui secara pasti terkait informasi yang akan diperoleh sehingga peneliti akan lebih banyak untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh responden saat melakukan wawancara.
Menurut Basrowi (2008:106) metode observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu Observasi partisipasi, Observasi nonpartisipasi. Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasikarena peneliti tidak terlibat langsung dikehidupan informan. Observasi dilakukan di Kantor Kelurahan Mimbaan Situbondo dan langsung mendatangi tempat tinggal KPM untuk menambah data yang diperlukan. 
Dokumentasi digunakan untuk data-data yang berhubungan dengan hal-hal seperti jurnal, transkip, buku, dan lain sebagainya. studi dokumentasi yang ada pada penelitian ini langsung didapat dari Kantor Kelurahan Mimbaan dan Masyarakat.

Definisi Operasional Variabel Penelitian
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan mekanime penggunaan akun elektronik melalui kartu yang bekerja sama dengan bank terkait kemudian kartu tersebut akan mendapatkan dana langsung yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan di pedagang ecer yang dalam transaksinya menggunakan elektronik atau biasa disebut dengan e-warong. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Kartu Keluarga Kombo (KKS). awalnya berupa penyaluran beras yang disingkat dengan RASKIN. Program BPNT merupakan salah satu program bansos regular yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak tahun 2017 dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem baru dari penyaluran bantuan pangan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:244) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami., dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif karena apabila jawaban yang didapat belum memuaskan maka peneliti dapat melanjutkan pertanyan lagi. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan Pengumpulan Data, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tahap persiapan hingga pemanfaatan bantuan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program.
Pada tahap persiapan, pelaksanaan BPNT telah dilakukan melalui koordinasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif program telah direncanakan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, proses penyiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui aplikasi SIKS-NG juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memastikan ketepatan sasaran. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validitas dan pembaruan data, yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Selanjutnya, pada tahap sosialisasi dan edukasi, kegiatan ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan program BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami program dengan baik, terutama bagi mereka yang mengikuti sosialisasi. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara merata akibat keterbatasan penyebaran informasi dan tidak terjadwalnya kegiatan sosialisasi. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk dalam menghadapi permasalahan seperti saldo KKS kosong dan prosedur pengaduan.
Pada tahap registrasi dan distribusi KKS, pelaksanaan telah berjalan sesuai prosedur dengan melibatkan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan. Pendampingan oleh tenaga sosial juga membantu masyarakat dalam proses registrasi. Namun, masih terdapat kendala seperti kebingungan masyarakat dalam proses awal registrasi serta perlunya bantuan dari pihak lain, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap program masih perlu ditingkatkan.
Dalam tahap penyaluran dana bantuan, secara umum bantuan telah disalurkan langsung ke rekening KPM tanpa potongan biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian masyarakat menilai program ini sudah tepat sasaran dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, terdapat pula persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, serta sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada akurasi data dan proses verifikasi yang belum optimal.
Pada tahap pemanfaatan dana bantuan, program BPNT memberikan fleksibilitas kepada KPM untuk memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhan melalui e-warong. Hal ini menjadi keunggulan program karena mampu meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Meskipun demikian, dari hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan nilai yang seharusnya, serta belum mencukupi kebutuhan dalam jangka panjang. Bantuan yang diterima cenderung hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu 1–2 minggu, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.
Selain itu, dalam implementasi program BPNT terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait, serta masih adanya ketidaktepatan dalam pendataan penerima manfaat. Faktor lain seperti keterlambatan penyaluran bantuan juga turut mempengaruhi efektivitas program. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung, seperti lokasi e-warong yang strategis dan mudah dijangkau, serta adanya komitmen dari pemerintah dan tenaga pendamping dalam menjalankan program.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program BPNT di Kelurahan Mimbaan telah berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam hal pembaruan data penerima manfaat, peningkatan intensitas sosialisasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi dan edukasi, registrasi, penyaluran dana bantuan, serta pemanfaatan dana bantuan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan penyiapan e-warong. Tahap sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama pihak perbankan dan pendamping sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme program. Selanjutnya, pada tahap registrasi dilakukan pembukaan rekening kolektif dan distribusi KKS kepada KPM. Pada tahap penyaluran dana bantuan, program ditujukan kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dan belum efektifnya jumlah bantuan yang diterima. Adapun pada tahap pemanfaatan, program BPNT dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan kebebasan dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan.
Selain itu, dalam implementasinya terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan KPM akibat kurangnya sosialisasi, kurangnya pemantauan dan pengawasan, ketidaktepatan pendataan penerima manfaat, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, keterlambatan penyaluran bantuan, serta adanya permasalahan saldo bantuan yang kosong. Sementara itu, faktor pendukung antara lain tingginya partisipasi masyarakat, lokasi e-warong yang strategis dan mudah dijangkau, komitmen pemerintah dan tenaga kesejahteraan sosial dalam verifikasi data, fleksibilitas KPM dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan, serta ketersediaan komoditas pangan lokal yang mendukung keberlangsungan program. Dengan demikian, meskipun program BPNT telah memberikan manfaat bagi masyarakat, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pendataan, pengawasan, dan pelaksanaan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
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